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ABSTRAK

PENGARUH ELASTISITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL DI INDONESIA

Oleh :
Putri Nabila Fajria Utami; Liliana. S.E., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui Pengaruh Elastisitas Pajak
Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Di Indonesia. Data yang
digunakan adalah data sekunder dengan periode tahun 2018-2022 yang diperoleh
dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode
analisis yang digunakan adalah data panel dengan bantuan program E-views 9.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Elastisitas Pajak berpengaruh
secara signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Di Indonesia sedangkan variabel
Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Di
Indonesia.

Kata Kunci : Elastisitas Pajak, Retribusi Daerah dan Kemandirian Fiskal.

Mengetahui, Dosen Pembimbing,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan
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Dr. Mukhlis, S.E., M.Si. Liliana. S.E., M..Si
NIP. 197304062010121001 NIP. 197512082014092003
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ABSTRACT

THE EFFECT OF ELASTICITY OF REGIONAL TAXES AND
RETRIBUTIONS ON FISCAL INDEPENDENCE IN INDONESIAN

By :
Putri Nabila Fajria Utami; Liliana. S.E., M.Si

This research aims to examine and determine the influence of the elasticity of
regional taxes and levies on fiscal independence in Indonesia. The data used is
secondary data for the 2018-2022 period obtained from the Central Statistics
Agency (BPS) and also the Financial Services Authority (OJK) . The analytical
method used is panel data with the help of the E-views 9 program. The results of
this research show that the Tax Elasticity variable has a significant effect on Fiscal
Independence in Indonesia, while the Regional Retribution variable has a
significant effect on Fiscal Independence in Indonesian.

Keywords: Tax Elasticity, Regional Levies and Fiscal Independence.

Knowing, Advisor I,
Head of Development Economic Department
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang mempunyai tujuan untuk membiayai
pengeluaran atau kebutuhan negara dalam meningkatkan pembangunan nasional. Sejak
dikeluarkannya Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, membawa dampak dibidang perpajakan
dalam perubahan sistem pemungutannya yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan
yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Menurut Undang - Undang Nomor. 1 Tahun 2022, pajak
daerah adalah pajak yang harus dibayarkan kepada daerah secara paksa sesuai dengan undang-
undang. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya tersebut karena pendapatan tersebut
digunakan sebagai pendapatan daerah untuk mendukung inisiatif pembangunan ekonomi yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nugroho & Kurnia, 2020).

Menurut (Abdul, 2014), di Indonesia ada dua jenis pemungutan pajak yaitu pajak daerah
dan pajak pusat. Pajak provinsi yang meliputi pajak bahan bakar, pajak air permukaan, pajak
rokok, pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama atas kendaraan bermotor merupakan
pembagian pajak daerah. Sedangkan pajak kabupaten/kota antara lain mencakup pajak parkir,
hiburan, hotel, restoran, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam. Jenis pajaknya juga
perlu ditentukan. Tujuannya adalah untuk memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah
dalam mempersiapkan peristiwa dan keadaan serta perubahan dalam perekonomian daerah yang
mengarah pada pertumbuhan potensi pajak, sambil tetap memperhatikan bagaimana bentuk pajak
yang sederhana harus dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan pajak. kriteria yang telah ditetapkan.

Kemandirian fiskal merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri

kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar
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pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah Halim dalam (Supriyadi et
al, 2013). Tujuan kemandirian fiskal sendiri yaitu untuk menciptakan pemerintahan daerah yang
mandiri dan masyarakat yang semakin sejahtera.

Masalah kemandirian keuangan daerah menjadi tantangan serius bagi daerah, karena biaya
pelayanan publik (fiscal need) daerah meningkat sedangkan tingkat pertumbuhan pendapatan
daerah (fiscal capacity) belum mencukupi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bekerja keras
meningkatkan kapasitas fiscal daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat.
Peningkatan kemampuan keuangan daerah pada dasarnya merupakan optimalisasi sumber
pendapatan daerah yang merupakan indikator tingkat kemampuan keuangan daerah itu sendiri
(Kustianingsih & Kahar, 2018). tingkat kemandirian fiskal ini terjadi pada pendapatan asli daerah.
Penurunan tersebut terkait dengan dinamika perekonomian global yang belum pulih, dimana harga
komoditas yang masih rendah, masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan dan melemahnya
volume perdagangan. Dampak dari permasalahan yang terjadi pun tidak terlalu lama, bahwa
tingkat kemandirian fiskal daerah di Indonesia secara keseluruhan dapat dikatakan baik. Tingkat
kemandirian fiskal daerah di Indonesia tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun Anggaran

2018 — 2020

No Provinsi 2018 2019 2020 Rata - Rata
1 Aceh 0,164 0,171 0,178 0,17
2 Sumatera Utara 0,444 0,441 0,428 0,43
3 Sumatera Barat 0,362 0,361 0,354 0,35
4 Riau 0,429 0,409 0,387 0,40
5 Jambi 0,375 0,361 0,349 0,36
6 Sumatera Selatan 0,386 0,377 0,359 0,37
7 Bengkulu 0,306 0,282 0,256 0,28
8 Lampung 0,404 0,409 0,405 0,40
9 Kep. Bangka Belitung 0,333 0,307 0,284 0,30
10 Kep. Riau 0,349 0,333 0,34 0,34
11 Dki Jakarta 0,668 0,711 0,637 0,67
12 Jawa Barat 0,579 0,59 0,514 0,56
13 Jawa Tengah 0,555 0,558 0,538 0,55
14 Yogyakarta 0,375 0,365 0,334 0,35
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15 Jawa Timur 0,58 0,577 0,567 0,57
16 Banten 0,613 0,627 0,529 0,58
17 Bali 0,594 0,605 0,537 0,57
18 Nusa Tenggara Barat 0,336 0,348 0,351 0,34
19 Nusa Tenggara Timur 0,229 0,235 0,21 0,22
20 Kalimantan Barat 0,388 0,387 0,38 0,38
21 Kalimantan Tengah 0,346 0,356 0,329 0,34
22 Kalimantan Selatan 0,54 0,518 0,453 0,50
23 Kalimantan Timur 0,544 0,557 0,522 0,54
24 Kalimantan Utara 0,237 0,251 0,229 0,23
25 Sulawesi Utara 0,332 0,322 0,243 0,29
26 Sulawesi Tengah 0,262 0,264 0,268 0,26
27 Sulawesi Selatan 0,427 0,432 0,378 0,41
28 Sulawesi Tenggara 0,239 0,271 0,247 0,25
29 Gorontalo 0,214 0,223 0,223 0,22
30 Sulawesi Barat 0,166 0,17 0,155 0,16
31 Maluku 0,152 0,155 0,169 0,15
32 Maluku Utara 0,144 0,159 0,173 0,15
33 Papua Barat 0,063 0,043 0,056 0,05
34 Papua 0,064 0,087 0,068 0,07

Sumber : Data diolah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023)

menunjukan kemandirian fiskal yang paling tinggi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 0.67 % dan
menunjukan kemandirian fiskal yang paling rendah di Provinsi Papua Barat sebesar 0.05%
menunjukkan bahwa sebagian besar atau lebih dari 75% Provinsi yang ditetapkan telah terpenuhi,
yang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berkualitas tinggi. Ada empat pilar yang
membentuk desentralisasi fiskal: pembagian tanggung jawab pengeluaran, pembagian sumber
pendapatan, desain transfer antartingkat pemerintahan, dan penggunaan pinjaman. Ini merupakan
dasar untuk penilaian. Evaluasi terhadap aksesibilitas rancangan kebijakan pemerintah pusat
menunjukkan bahwa, sebagian besar, kebijakan yang ada saat ini telah mendorong dan

memungkinkan pemerintah daerah untuk memenuhi persyaratan peninjauan desentralisasi fiskal.
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Berdasarkan tabel 1.1 rata-rata Kemandirian Fiskal pada tiga puluh empat (34) yang




Selanjutnya, hal ini diperkuat dengan janji pemerintah daerah dalam rencana penyelenggaraan
pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, meskipun
tingkat kemandirian fiskal provinsi di Indonesia bervariasi, desentralisasi fiskal pemda secara
keseluruhan sangat baik.

Kemandirian fiskal dipengaruhi oleh elastisitas pajak. Ini digunakan untuk mengevaluasi
bagaimana penerimaan pajak dipengaruhi oleh perubahan dalam ketidakpastian sistem perpajakan.
Kesulitan dalam menghitung elastisitas pajak semakin meningkat seiring dengan banyaknya data
dan informasi yang dibutuhkan untuk setiap kejadian yang tidak pasti, menurut Haughton (Dahlan
& Susyanti, 2015). Selain itu, penelitian ini tidak bertujuan untuk menghitung efektivitas kebijakan
fiskal. Sebaliknya, itu bertujuan untuk menghitung sensitivitas penerimaan pajak terhadap
pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, hanya konsep tax buoyancy yang akan digunakan dalam
penelitian ini.

Elastisitas pajak adalah konsep yang mengukur seberapa responsif jumlah pendapatan
pajak yang diterima pemerintah terhadap perubahan dalam tarif pajak atau tingkat kegiatan
ekonomi. Secara khusus, elastisitas pajak mengukur seberapa besar perubahan dalam penerimaan
pajak yang terjadi sebagai respons terhadap perubahan dalam pendapatan nasional atau output.
Elastisitas pajak yang menghitung seberapa besar kontribusi PDB atau PDRB terhadap penerimaan
pajak. Perhitungan elastisitas pajak terdiri dari kedua pajak buoyancy dan pajak elastisitas. Secara
sederhana, FElastisitas pajak menggunakan koefisien elastisitas untuk menilai efektivitas
pemungutan pajak dengan menampilkan besarnya perubahan pajak yang diterima untuk setiap
persen pertumbuhan ekonomi. Mengukur elastisitas pajak daerah memungkinkan pemerintah
daerah untuk merancang kebijakan pajak yang lebih efektif, memprediksi penerimaan pajak secara

lebih akurat, dan membuat keputusan yang lebih baik mengenai perubahan tarif pajak atau
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perluasan basis pajak. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi potensi dampak ekonomi dari
perubahan kebijakan pajak dan mengelola anggaran daerah dengan lebih efisien.Gunakan
elastisitas pajak untuk menentukan bagaimana perubahan sewenang-wenang terhadap peraturan
pajak akan mempengaruhi penerimaan pajak. Tabel 1.2 menunjukkan laju Pertumbuhan Produk

Domestik Regional Bruto.

Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Per Kapita Atas Dasar HargaTahun 2018-2020

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita
No Provinsi Atas Dasar Harga Tahun 2018-2022(%b)
2018 2019 2020
1 | Aceh 4.06 3.61 0.71
2 Sumatera Utara 3.95 3.14 -1.84
3 Sumatera Barat -0.01 251 -2.33
4 Riau 3.07 4.46 6.03
5 Jambi 4.70 4.11 0.27
6 | Sumatera Selatan 3.42 4.49 0.53
7 | Bengkulu 4.21 4.18 -1.7
8 Lampung 2.37 3.95 -7.43
9 Kep. Bangka Belitung 1.83 -0.08 -2.33
10 | Kep. Riau 5.16 5.46 4.77
11 | Dki Jakarta 4.25 4.30 -2.7
12 | Jawa Barat 4.59 5.17 -0.77
13 | Jawa Tengah 5.06 4,78 -7.71
14 | Di Yogyakarta 4.92 4.88 2.76
15 | Jawa Timur 3.75 5.06 -4.4
16 | Banten 5.18 3.90 3.48
17 | Bali -5.61 1.10 -8.26
18 | Nusa Tenggara Barat 3.46 3.98 -3.49
19 | Nusa Tenggara Timur 3.62 4.17 1.56
20 | Kalimantan Barat 3.43 6.53 -8.26
21 | Kalimantan Tengah 3.50 3.26 -1.91
22 | Kalimantan Selatan 0.58 5.54 1.9
23 | Kalimantan Timur 1.63 10.09 -6.43
24 | Kalimantan Utara 5.00 5.24 -1.67
25 | Sulawesi Utara 18.83 7.70 -5.65
26 | Sulawesi Tengah 6.05 6.33 7.13
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27 | Sulawesi Selatan 4.34 6.10 -3.28
28 | Sulawesi Tenggara 4,94 7.23 1.13
29 | Gorontalo 4.33 5.27 0.6
30 | Sulawesi Barat 4.17 5.72 -6.2
31 | Maluku 5.82 5.99 -4.95
32 | Maluku Utara 3.75 -0.13 1.81
33 | Papua Barat 5.47 -16.36 -15.42
34 | Papua 3.93 4.27 -20.13
Rata-rata 3.54 3.61 -2.48

Sumber: Data diolah dari BPS Provinsi Indonesia(2023)

Padatabel 1.2 rata-rata PDB/PDRB Provinsi di Indonesia tahun 2018 sebesar 3.54 %, tahun
2019 mengalami peningkatan sebesar 3.61 %, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -2.48 %.
Perbedaan antara jumlah PDRB 34 Provinsi dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh
ketidaksesuaian atau diskrepansi.

Penduduk memungut pajak pada daerah yang dianggap menghasilkan pendapatan
langsung. Hal ini dikenal sebagai retribusi daerah. Pajak daerah menurut (Yoyo, 2017:108)
dipungut untuk menutup biaya pelayanan atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah,
atau yang diberikan untuk keuntungan badan hukum atau pajak orang pribadi. Pasal 1 UU No. 28
Tahun 2009 menetapkan bahwa pajak disamakan dengan penerimaan daerah seperti pembayaran
atas jasa atau izin tertentu yang biasanya disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepemilikan badan hukum atau pajak pribadi. Pendapatan pemerintah daerah terdiri dari pajak
daerah, tanpa pajak daerah dan distribusi pajak pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah.
Jumlah pajak yang dibayarkan oleh setiap daerah berbeda, jadi pemerintah daerah harus
mempertimbangkan situasi yang dapat menyebabkan mereka mengurangi jumlah pajak yang
dibayarkan untuk meningkatkan pendapatan.

Dalam pendapatan pemerintah daerah untuk tujuan menawarkan layanan tertentu kepada
warga yurisdiksi tersebut. Pemerintah daerah menerapkan pajak dan retribusi daerah, yang

merupakan pembeda utama di antara keduanya (Asih & Irawan, 2018). Pajak daerah dapat
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dipatahkan apabila tidak segera dibayarkan kepada pembayar, sedangkan pajak iuran daerah
dibayarkan langsung kepada pembayar. Pendapatan asli daerah adalah salah satu cara untuk
mengetahui tingkat kemandirian suatu daerah (Oktavia et al., 2021). Tingkat pendapatan pokok
daerah berkorelasi positif dengan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.
Faktanya, PAD menyumbang pendapatan daerah. Lebih mudah bagi daerah untuk mengatur dana

sesuai dengan rencana, prioritas, dan kebutuhan dengan peningkatan PAD.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini, masalah yang dapat dirumuskan adalah:
1. Bagaimana pengaruh elastisitas pajak terhadap kemandirian fiskal di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap kemandirian fiskal di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh elastisitas pajak dan retribusi daerah terhadap kemandirian fiskal di

Indonesia?

1.3.  Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengkaji dan mengetahui:

1. Pengaruh Elastisitas Pajak Terhadap Kemandirian Fiskal Di Indonesia.

2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Di Indonesia.

3. Pengaruh Elastisitas Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Di

Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian
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Manfaat dari hasil penelitian ini dapat dilihat dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Manfaat teoritis adalah manfaat yang dilihat dari sisi pengembangan akademik. Manfaat praktis

adalah manfaat yang dilihat dari kepentingan praktis.

1.

Manfaat teoritis:

a.

Secara teori, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang Pengaruh Elastisitas
Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan untuk menambah referensi kepada peneliti selanjutnya yang
menguji Elastisitas Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Di
Indonesia.

Penelitian ini memberikan tambahan pengembangan ilmu kepada pembaca mengenai
pengaruh Elastisitas Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Di

Indonesia.

Manfaat praktis:

a.

Bagi penulis : Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk
memperdalam pengertahuan tentang Elastisitas Pajak Dan Retribusi Daerah dan
Kemandirian Fiskal Di Indonesia serta dapat menerapkan teori-teori yang telah
diperoleh oleh penulis selama mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas
Sriwijaya Palembang.

Bagi Pemerintah : Memberikan lebih banyak saran dan data kepada pemerintah daerah
di 34 provinsi di Indonesia untuk digunakan ketika menyusun rencana guna
meningkatkan kemandirian keuangan kabupaten dan kota. Selain itu, analisis ini juga

dapat digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi
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kemandirian fiskal di masing-masing 34 provinsi di Indonesia antara tahun 2018 sampai
2022.

. Bagi Masyarakat : Menjadi sumber informasi tentang konsidi ekonomi daerah yang
serupa dan hasilnya. Hasil ini dapat digunakan untuk memulai dan mengembangkan
bisnis saat ini yang berkaitan dengan masalah ekonomi, serta menjadi masukan untuk

peneliti selanjutnya.
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